
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
·36~1·; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5-. Uooang U-H-Gafig NemoF ± 7 TalHffi 2003- teata:..q.g 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR la, TAHUN 2017 

TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016 

BUPATI KERINCI, 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal '9 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 ten tang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016; 
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 
1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra 
Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I 
Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang. (Lembaran 
Negrua Republikfndonesia Tatnrn t958 Nornor t6'8t; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Re_publik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara republik 
Indonesia Nomor 3569); 

Mengingat 

BUPATI KERINCI 
PROVINS! JAMBI 



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Pe£-encan-aan P-em-bangu-naa Nasional {Lemba-Fan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234): 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pem-e-:rin-tah R.epublik lnoone&a N-omo£ 37 Ta:h·B:R 2005- 
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4540); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

13. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 57 
Tahun 2005" tentang Hibah (Lembaran NegaraRepubtik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

14. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 56'Z9); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Piajamafl DaeFah {Lemba:Fan -NegMa Republi-k fn.d.eflesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Repub ik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesaia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem 
I-nfrmasi Keua..~ Daereh {Lembaran N-egara R:e~lik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

2- 3:. Peraturan Pemerirrtah ·Nomor 58 'Fahun 2005 t-entang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerntah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nezeri Nomor 



Pasal 1 
Laporan rea1isasi anggaran tahun aggaran 2016 terdiri atas: 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENT ANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2016. 

Menetapkan 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapata dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturari 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalarn Negeri Nornor 21 iahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 
Dae rah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci 'Nomor 15 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 
3); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci ·-rahun Anggaran; 

32. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 59 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 201 7 (Berita Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 59); 

33. Pereturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 
2017 tentang Pef"t~awaban Pclaksa:Raan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci 
Tah n Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2017 Nomor 9); 



Pasal4 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

~r~ ~- dimaksud daJam Pasal 2 dan, Pasal. 4 znerunakan bazian 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci Iebih Ianjut ke daiam penjabaran Iaporan realisasi anggaran. 

Pasal 2 
Ringkasan Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Rp 115.364.745.933,27 
Rp 0,00 
Rp 115.364.745.933,27 
Rp 72.594.580. 988, 77 

Rp 41.904.018.400,00 
Rp 179.608.031.979,00 
Rp 198.781.596.688,00 
Rp 420.293.647.067,00 

Rp (42.770.164.944,50) 

lt Bclanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 

Surplus/(defisit) 

.J.. Pembi.ay.aan 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 
SILPA tahun berkenan 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 679.633.539.616,95 

b. Belanja Langsung 

6) 

1) Belanja Pegawai Rp 449.140.497.332,00 
2) Belanja Subsidi Rp 0,00 
3) Belanja Hibah Rp 12.512.336.433.00 
4) Belanja Bantuan Sosial Rp 0,00 
5) · Belanja Bantuan Keuangan 

Kepada Provinsi/ Kabupaten 
/Kota dan Pemerintah Desa Rp 217.980.705.851,95 
Belanja Tak Teduga =R=p -=O'-J-,0.;;;..0~ 

Rp 679.633.539.616,95 

Rp 1.057.674.380.055,22 Jumlah Pendapatan 
2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

b. Pendapatan Dana Perimbangan Rp 788.040.379.762,00 

c. Lain-lain Pendapatan PAD yang sah Rp 188.783.163.023,00 

Rp 80.850.837 .269 62 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 



BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI 
TAHUN 2017 NOMOR .}:J. 

AFRIZ 

S DAERAH KABUPATEN KERINCI, 

Diundangkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 'lP Agu~ tuf 201 7 

BUPATI KERINCI, 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal .30 119ustu.r 201 7 

TEL H OITF.UTI OLEH 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kerinci 


